
 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 
K E P U T U S A N 

KEPALA DINAS PERIKANAN 

Nomor. 523/  024     /KPTS/Diskan-PS/2019 

 

T E N T A N G 

 

PEMBENTUKAN TIM IDENTIFIKASI CALON PENERIMA BANTUAN COOL BOX 

KEGIATAN PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) 

 DINAS PERIKANAN KABUPATEN PESISIR SELATAN 

TAHUN ANGGARAN 2019 
 

KEPALA DINAS PERIKANAN 

Menimbang  : a. Bahwa untuk kelancaran dan mendukung pelaksanaan kegiatan dalam 

menentukan calon penerima paket/bantuan cool box agar sesuai 

dengan syarat-syarat yang ditentukan serta penyalurannya tepat sasaran, 

perlu dilakukan pekerjaan identifikasi terhadap calon penerima; maka 

dirasa perlu membentuk Tim Identifikasi Calon Penerima Bantuan Cool Box 

Kegiatan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tahun Anggaran 

2019. 

  b. Bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan 

dengan Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan; 

Mengingat :   1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah 

Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), jis Undang-

Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-

Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 

beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4844); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4438);  

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4578); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

tentang Perubahan Kedua Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 

2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang 

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 



 

 

 

 

 

 

 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 

Tahun Anggaran 2019; 

13.  Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tanggal 28 

Desember 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja 

Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019; 

14. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/124/Kpts/BPT-PS/2019 tanggal 

14 maret 2019 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi 

Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara 

Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran 

Pembantu pada Masing-Masing Satuan Kerja Perangkat Daerah 

Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.  

 

      M E M U T U S K A N 

 

Menetapkan  :  

 

PERTAMA  : Menetapkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam 

lampiran Keputusan ini sebagai Tim Identifikasi Calon Penerima Bantuan 

Cool Box Kegiatan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Dinas 

Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019; 

KEDUA  : Pejabat yang namanya tercantum dalam diktum pertama lampiran 

keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :  

1. Melakukan identifikasi calon penerima paket/bantuan  berdasarkan 

kriteria teknis yang telah ditetapkan. 

2. Membuat dokumentasi calon penerima paket/bantuan. 

3. Membuat Laporan Identifikasi calon penerima paket/bantuan, dan 

ditandatangani oleh semua anggota tim. 

4. Menyerahkan Laporan kepada Kepala Dinas Perikanan Kabupaten 

Pesisir Selatan melalui Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Usaha 

dan Pengelolaan Hasil Perikanan sebagai bahan penetapan Calon 

Penerima Paket/bantuan. 



 

 

 

 

 

 

 

 

KETIGA  : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan 

pada kegiatan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) pada Dinas 

Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


